1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa Inggris diis@aldengarconomic growth
mengandung pengertian proses kenaikan produk radiauto riil atau
pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dilkatakmbuh atau berkembang
bila terjadi pertumbuhan output riil dalam janglenjang atau perubahan tingkat

kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah ken&igaasitas dalam jangka
panjang dari negara yang bersangkutan untuk mesikedibarang ekonomi
kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu setitBritukan atau

dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesy@ayesuaian teknologi,
institusional (kelembagaan) dan ideologi terhadagpdgai tuntutan keadaan yang

ada (M.P. Todaro, 2003: 99).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatmdperekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikamdaksyarakat bertambah

dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 200)0:
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Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya peutuambekonomi berarti
perkembangan fisikal produksi barang dan jasa panigku di suatu negara,
seperti pertambahan dan jumlah produksi barangstngperkembangan
infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertdrabgroduksi sektor jasa dan
pertambahan produksi barang modal. Oleh sebammitikumemberikan suatu
gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yaagalisuatu negara,
ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumab pendapatan nasional

riil yang dicapai.

Ada atau tidaknya pertumbuhan ekonomi dalam susgana, dapat menggunakan

tiga cara pendekatan, yaitu :

a. Tingkat penghidupan masyarakat. Artinya apakahafetipeningkatan
konsumsi potensial saat sekarang, dibandingkanashetiggkat konsumsi di
masa lampau.

b. Sumber- sumber produksi. Apakah dalam negara tedébmukan sumber-
sumber produksi baru, serta apakah sumber-sumhgraga dapat
dipertahankan dan dimanfaatkan secara efisien.

c. Tingkat pendapatan nasional. Apakah pendapataonmesiekarang lebih

meningkat dibandingkan dengan pendapatan nasicasd sebelumnya.

Faktor-faktor atau komponen pertumbuhan ekonorpetging di dalam

masyarakat manapun juga adalah :
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a. Akumulasi Modal
Akumulasi modal ¢apital accumulation) terjadi apabila sebagian dari
pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembaliatehguan memperbesar

output dan pendapatan di kemudian hari (M.P. Tqd2003: 92).

Pabrik-pabrik baru, mesin-mesin peralatan dan lgabamnang akan menambah
persediaan modal fisik dari suatu negara yang mgkmlkan untuk mencapai
tingkat output yang lebih besar. Investasi-invegieaduktif secara langsung
ini ditambah dengan investasi-investasi yang seatikgnal sebagai
infrastruktur sosial dan ekonomi seperti air damtsai, jalan-jalan, listrik,
komunikasi dan lain-lain yang mempermudah dan nméegrasikan semua

kegiatan ekonomi (M.P. Todaro, 2003: 93).

b. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja
Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatandesgaa tradisional
dianggap sebagai salah satu faktor yang positif acermpertumbuhan
ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berani miemambah jumlah
tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan pendudud igdoih besar berarti

meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Meningkatnya populasi berarti mengakibatkan perwma angkatan kerja,
yang pada akhirnya memerlukan lapangan kerja yalng luas lagi serta
perlu adanya kesempatan kerja yang lebih banyakePd&®angan populasi
yang dihubungkan dengan angkatan kerja sudah dagriggtor yang positif

dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi (M¢ard, 2003: 93).
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c. Kemajuan Teknologi
Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara yang, lakami telah diperbaiki

dalam melakukan pekerjaan tradisional (M.P. Tod2003: 96).

Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi yaitu :
I. Teknologi netral,
ii. Teknologi penghematan tenaga kerja, dan

lii. Teknologi penghematan modal.

Kemajuan teknologi netral terjadi apabila telah oagrai suatu tingkat output
luaran yang lebih tinggi dengan kuantitas dan kowaiifaktor masukan yang
sama. Sebaliknya kemajuan teknologi bisa dikataledaim bentuk

penghematan modal atau penghematan tenaga kerjan@ningkatnya output

dapat dicapai dengan kuantitas input tenaga k&jarmodal yang sama.

Untuk aspek pelaksanaan pembangunan dan pertumbkbaami dapat dicapai

melalui:

a. Peningkatan jumlah dan persentase belanja pembamngilimarapkan setiap
tahun meningkat serta signifikan dari total APBD.

b. Peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD)

c. Peningkatan Produk Domestik regional Bruto (PDRB).

d. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

e. Pengurangan jumlah atau persentase penduduk miskin.

f. Pengurangan jumlah dan persentase pengangguran.

g. Memacu pertumbuhan sektor industri dan sektor uagdainnya,terutama

sektor pariwisata, perdagangan, pertambanganjgaaatan koperasi.
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h. Peningkatan sarana dan prasarana daerah untukmdelagtni kepentingan

J-

publik secara merata.
Peningkatan dan pengembangan investasi, baik asiggtmerintah maupun
investasi swasta asing.

Peningkatan kesempatan dan lapangan kerja.

Dalam mencapai pertumbuhan dan perbaikan yang digapai, beberapa

kendala yang mungkin menjadi penghambat adalah:

a. Kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pemgeiag menjadi salah

satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya naasharsiproduktifitas
kerja serta tumbuhnya sikap yang apatis terhadageprdan hasil-hasil
pembangunan yang akan dicapai.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendalajigals sumber daya
manusia merupakan salah satu kendala pembangungmpgbng penting.
Sebagian besar penduduk masuk dunia kerja dengalidpean SD dan SMP,
serta tanpa disertai keterampilan khusus. Darigeglidikan sekolah, angka
partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar danengah masih rendah.
Lambatnya pemulihan ekonomi daerah. Pemulihan ekoakibat krisis
moneter telah berakibat pertumbuhan ekonomi daesatgalami
pertumbuhan yang negatif dan saat ini sudah mutanipaik. Belum pulihnya
perekonomian disebabkan juga oleh belum banyakmesiasi yang masuk

dari luar daerah.

. Kinerja dan pelayanan aparatur yang masih rendalanBadanya upaya

pemberian sanksi yang tegas, bagi pelanggar gamakerja mengakibatkan

kinerja aparat dan pelayanan kepada masyarakatstuik dipacu.
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e. Minimnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Astrlayang diterima
oleh pemerintah kabupaten akan mempengaruhi ppesekiayaan yang
harus dikerjakan. Apabila PAD meningkat maka pdesanbelanja

pembangunan akan meningkat dan mempermudah presdmpgunan.

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Dommar

Untuk menggantikan barang-barang modal dalam spéegkonomian dianjurkan
untuk senantiasa menabung dari sebagian tertentlapatan nasionalnya.
Namun untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhiasstasi baru yang
merupakan tambahan netto terhadap cadangan/stald (oapital stock).
Diasumsikan ada hubungan ekonomi langsung antaerea stok modal dalam

bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikas @ustput nasional/GNP.

Persamaan diatas merupakan versi dari persamaardHaomar, secara jelas
menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GNP/Y) ditentukan secara lebih
spesifik, persamaan ini menyatakan bahwa tingkatipduhan pendapatan
nasional akan secara langsung/positif berbanding ldengan rasio tabungan.
Semakin banyak GNP yang ditabung dan diinvestasikaka pada akhirnya
nanti akan lebih besar lagi pertumbuhan GNP yahgsilkan dan secara negatif
atau berbanding terbalik antara rasio modal-oudpatsuatu perekonomian
(semakin besar rasio modal-output nasional/K, ntiaggkat pertumbuhan GNP

akan semakin rendah).
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Logika ekonomi yang terkandung dari persamaan sledalah agar dapat tumbuh
dengan cepat, maka setiap perekonomian harus magpdbn menginvestasikan
sebanyak mungkin dari GNP-nya. Akan tetapi tingidaatumbuhan yang
maksimal dapat dicapai pada setiap tingkat tabudgarinvestasi juga tergantung

pada produktivitas investasi tersebut.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow

Model pertumbuhan neoklasik Solow merupakan piggngysangat memberi
kontribusi terhadap teori pertumbuhan neoklasiknggja Solow dianugerahi
Hadiah Nobel bidang ekonomi. Pada intinya, modemierupakan pengembangan
dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkarofakhaga kerja dan
teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. Modalmpéuhan neoklasik
Solow berpegang pada konsep skala hasil yang berksrang diminishing
returns) dari input tenaga kerja dan modal jika keduarngaalisis secara
terpisah; jika keduanya dianalisis secara bersamasgkaligus, Solow memakai
asumsi skala hasil tetapofistant returns). Kemajuan teknologi ditetapkan
sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbekanomi dalam jangka
panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sesidsumsikan bersifat

eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-fakaom (M. P. Todaro, 2003: 150).

Model Pertumbuhan Solow berangkat dari fungsi pkedagregat sebagai
berikut:

Y = Af(K,L)
Dimana Y adalah output, K adalah modalg{tal) L adalah tenaga kerja dan A

merupakan teknologi.
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Asumsi yang digunakan antara lain:cbpstant return to scale untuk kedua
unsurnya bahwa jika kuantitas kapital dan efélbbr digandakan (melalui K

dan AL dengan porsi tetap) maka output akan beapada porsi yang sama.
Asumsi ini memberikan dua asumsi tambahan yaitekpEromian harus cukup
besar dan input-input selain K, A, dan L misalnymberdaya alam dan lahan
relatif kurang penting. Dari asumsi tersebut makambleh fungsi output yt =

f(kt) dimana yt adalah output per unit efekéibor dan kt adalah kapital per unit
efektif labour. 2) f(kt) diasumsikan memenuhi f(0) = 0, f'(k)>amdf’(k)<O.

Asumsi ini menunjukkan marginal produk kapital atapositif; MPK>0. 3) f(.)
diasumsikan memenumada conditions: bentuk fungsi produksi yang memenuhi

£(.)>0, f(.)<0.

Setiap waktu input-input dalam model dapat beridsiingga asumsi-asumsi
yang digunakan tetap memperhatikan perubahan-pgeanhzada stolabor,
pengetahuan dan kapital. Diasumsikavor dan pengetahuan bertumbuh dengan
tingkat yang konstan L(t) = nL(t) dan A(t) = gA(Qutput dibagi untuk konsumsi
dan investasi. Bagian yang tidak dikonsumsi adafgbk ditabungdengan rate s
(akan digunakan untuk investasi). Bagian yang ditkan untuk investasi
ditentukan berdasarkan Berkaitan dengan kapital, satu unit kapital tprdsiasi
dengan lajw. Jadi diperoleh evolusi kapital : K(t) = sf(k(t(r+g+)k(t).
Persamaan ini menunjukkan tingkat perubahan stpkataer unit efektifabor
sama dengan perbedaan antara investasi aktudieéf Bbor dan investasi
break event. Kenyataan bahwa kapital saat ini mengalami partgnsg) dan
tenaga kerja efektif (n+g) tetap bertumbuh, okdbab itu supaya Kt/At Lt tetap

konstan, maka Kt harus meningkat.
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4. Definis dan Konsep Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah besarnya taitabah bruto yang
dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yamgdaedi dalam suatu wilayah
dalam kurun waktu tertentu, atau merupakan nilefgdan jasa akhir yang
digunakan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi umteknenuhi kegiatan

konsumsi, investasi, dan ekspor (BPS, Lampung Délagka, 2008).

Salah satu manfaat dari PDRB adalah mengetahaimpyoduk atau nilai
tambah yang dihasilkan oleh suatu faktor prodlesarnya laju pertumbuhan
ekonomi dan pola atau struktur perekonomian padaseriode di suatu negara
atau daerah tertentu. Dengan kata lain PDRB meawpgambaran produk

originated.

Perhitungan PDRB terdiri dari dua versi penilaiaitu :

a. Atas dasar harga berlaku, Artinya semua produksirtgadan jasa yang
dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar padatghng bersangkutan. Data
PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk atgldrubahan struktur
ekonomi suatu daerah dan untuk menghitung besgerydapatan per kapita
penduduk.

b. Atas dasar harga konstan, Artinya semua produkanigadan jasa yang
dihasilkan dinilai berdasarkan harga pada tahuarter yang dipilih sebagai
tahun dasar. Harga konstan ini digunakan untuk otamgpertumbuhan
ekonomi suatu daerah, karena data ini mencermipi@ifuksi barang dan jasa

secara riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.
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Perhitungan pendapatan regional dapat dilakukagatedua metode (BPS

Lampung, PDRB) yaitu:

a. Metode langsung, Adalah perhitungan dengan menggondata secara
terpisah dengan data nasional sehingga perhitumgamperlihatkan seluruh
produk barang dan jasa yang dihasilkan daerahbigrddetode lansung dapat
dilakukan dengan tiga pendekatan :

i. Pendekatan produksi
Menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dijksidoleh seluruh
kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biagasaadri masing-
masing total produksi bruto tiap-tiap sektor. Pésadien ini banyak
digunakan untuk memperkirakan nilai tambah darideg-kegiatan
produksi yang berbentuk barang seperti pertanieriambangan, industri,
dan lain-lain.

ii. Pendekatan pendapatan
Menghitung nilai tambah barang dan jasa yang diksidoleh seluruh
kegiatan ekonomi, dengan cara menjumlah semua jaakasaktor-faktor
produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, partgnsdan pajak tidak
langsung netto, sewa tanah dan keuntungan. Metotanyak dipakai
pada sektor produksi yang berupa jasa, sepertrsp&tmerintahan. Hal ini
terutama disebabkan oleh karena tidak tersediaaly&arang lengkap
data mengenai nilai produksi dan biaya antant&r(nediate cost).

iii. Pendekatan pengeluaran
Menghitung nilai tambah dari suatu barang dan yasa dihasilkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi dengan bertitik tolak gaelaggunaan akhir
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dari barang dan jasa yang diproduksi dalam daerakliut. Maka jika
dilihat dari segi penggunaan, total supply darabgrdan jasa yang
digunakan adalah untuk konsumsi rumah tangga @ygegluaran sektor
bisnis untuk barang investasi (I), pengeluaran penad (G), dan
pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dawirfp-M). Dipakainya
istilah neto karena yang akan dihitung hanya bidaiang dan jasa yang
berasal dari produksi dalam daerah saja, makguatah penyediaan di

atas nilai impor perlu dikeluarkan kembali.

b. Metode tidak langsung, Adalah metode mengalokadM2RB Indonesia
setiap propinsi dengan menggunakan alokasi terjemg didasarkan atas
nilai produksi bruto/neto tiap sektor/subsektor [gimtenaga kerja, penduduk
alokasi tidak langsung. Dengan menggunakan satatatau kombinasi dari
alokator tersebut, maka dapat diperhitungkan p&aserbagian masing-

masing kabupaten/kotamadyanya.

B. TenagaKerja

Dalam studi demografi dipelajari karakteristik eom penduduk. Hal ini
dilakukan karena adanya kenyataan bahwa terdapangan timbal balik antara
kekuatan-kekuatan ekonomi dengan kekuatan demoguad) keduanya saling

mempengaruhi.

Berkaitan dengan kegiatan penduduk yang beragasnjen maka penduduk

dapat digolongkan menjadi:
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1. Economically active population, yang terdiri dari para pekerja yang
memproduksi barang dan jasa secara ekonomis daakangaing aktif mencari
pekerjaan. Mereka adalah pencari nafkah atau peagréndapatan serta yang
berusaha ke arah itu. Jadi istilah-istilah seggita fully employment, work
force, labor force digunakan untuk menunjukkan kelompadonomically
active population dalam penduduk suatu negara atau daerah.

2. Economically inactive population, adalah bagi mereka yang bukan pekerja
atau sedang tidak mencari pekerjaan dimana menekamya mengkonsumsi

dan tidak memproduksi suatu barang dan jasa.

1. Konsep TenagaKerja

Pengertian tenaga kerja pada umumnya mencakup gekgiang sedang bekerja,
sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kedétaseperti bersekolah
dan mengurus rumah tangga. Jadi tenaga kerja memipanlah angkatan kerja

dan bukan angkatan kerja.

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerjagizet%-64 tahun) yang masuk
kategori angkatan kerjéapor force) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu
negara yang dapat memproduksi barang dan jasagk@ermintaan terhadap
tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisigdesndaktivitas tersebut

(Mulyadi S, 2006: 59).

Angkatan kerjal@bor force) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya
terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegigroduktif yaitu produksi

barang dan jasa (Mulyadi S, 2006: 60).
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2. Fungs Produksi Tenaga Kerja

Fungsi produksi tenaga kerja menggambarkan sebgrapdaktor produksi
tenaga kerja dapat menghasilkan output tertentianD&ungsi produksi tenaga
kerja, beberapa unit tenaga kerja yang kita tamdgnahdkan menambah output
dengan tingkat pertambahan yang menaik untuk setigggenaga kerja. Namun
demikian apabila kita terus menambah tenaga Kengkat pertambahan output
per satuan unit tenaga kerja akan menurun. Tambaitpat untuk setiap
penambahan satu unit tenaga kerja ini disebut aepigaluk marginal dari tenaga

kerja (marginal product of labor).

Outpu
tyl

Fungsi
Produksi

Tenaga Kerja

Gambar 1. Fungsi Produksi Tenaga Kerja

Dari gambar di atas jelas terlihat bahwa setiafbtdran tenaga kerja akan
menambah total produk. Pada mulanya setiap tamliahaga kerja akan
menambah total produk dengan tingkat pertambahag iygenaik. Namun apabila
pertambahan tenaga kerja diteruskan maka tingkttmpbahan total produk
semakin mengecil. Ini sering disebut dengan hukogkat pertambahan

hasil/output yang makin berkurangw of diminishing marginal product).
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3. Pasar TenagaKerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat disnsdicara mikro maupun
makro. Pada analisis mikro, unit analisisnya ada&diuah perusahaan atau
institusi tertentu, sedang dalam analisis makro amalisisnya adalah industri

secara agregat (keseluruhan).

a. Permintaan TenagaKerja

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antakatiogah dan kuantitas tenaga
kerja yang dikehendaki oleh produsen untuk dipeker (Arfida, 2003: 42).
Analisis permintaan tenaga kerja secara makro dilas atas asumsi bahwa
permintaan tenaga kerja diturunkan/diderivasi gdarmintaan masyarakat
terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Serbaekar permintaan barang dan
jasa dari masyarakat semakin besar pula permit¢éaaiga kerja perusahaan ke
masyarakat. Perusahaan meminta tenaga kerja Hegereanpuannya
menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian geasha permintaan tenaga

kerja didasarkan pada teori produktivitas tenagpke

Banyaknya tenaga kerja yang akan dipakai oleh maigusangat ditentukan oleh
upah tenaga kerja serta harga dari outputnya. tdilabahan output sebagai
akibat tambahan satu unit tenaga kerja disebutatenggai produk marginal

(value of marginal product), yakni produk marginal dikalikan dengan harga
output (dengan anggapan perusahaan menghadappeasaingan sempurna).
Perusahaan akan menambah tenaga kerja selampradak marginal ini masih

lebih tinggi dari upah tenaga kerja yang dibayarl®enambahan tenaga kerja
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akan berhenti manakala nilai produk marginal saemagdn upah (Nopirin, 1994:

13).

Kurva nilai produk marginal merupakan kurva permant akan tenaga kerja.
Apabila harga produk naik maka kurva nilai produirgmnal (berarti juga kurva
permintaan akan tenaga kerja) bergeser ke kanariNa@irin, 1994:14).

Nilai

produk
marginal T

VMP1 \ W

Nilai produk
maraina

n0 nl n2

Gambar 2. Penggunaan Tenaga Kerja yang Optimal

Gambar tersebut menjelaskan banyaknya tenagayaargadigunakan oleh
pengusaha. Apabila pengusaha pada upah W1 mengdeketpnaga kerja
sebanyak n0 maka nilai produk marginal lebih tirdgyii upah sehingga
keuntungan masih bisa ditambah dengan menambatet&rga. Sebaliknya
apabila dia mempekerjakan tenaga kerja sebanyakpa, yang dibayarkan lebih
tinggi dari nilai produk marginal. Oleh karena jgengusaha akan mengurangi
penggunaan tenaga kerja. Penggunaan yang optibedaenl dimana nilai

produk marginal sama dengan upabh.

Varibel-variabel Yang Mempengaruhi Permintaan Tertagrja (Arfida, 2003:

44), yaitu:
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Tingkat Upah. Tingkat upah akan mempengaruhi tinggdahnya biaya
produksi perusahaan. Kenaikan tingkat upah akamaképatkan kenaikan
biaya produksi, yang selanjutnya akan meningkatkarga per unit produk
yang dihasilkan. Suatu kenaikan upah dengan aswarga barang-barang
modal yang lain tetap, maka pengusaha mempunyankiecungan untuk
menggantikan tenaga kerja dengan mesin. Penurundalj tenaga kerja
akibat adanya penggantian dengan mesin disebusahedtitusi gubstitution

effect).

. Teknologi. Penggunaan teknologi dalam perusahaam mlempengaruhi

berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedhagdeknologi saja
belum tentu mengakibatkan penurunan jumlah tenaga.k
Produktivitas tenaga kerja. Berapa jumlah tenagia k@ng diminta dapat

ditentukan oleh seberapa tingkat produktivitas tiaraga kerja itu sendiri.

. Kualitas Tenaga Kerja. Dengan tenaga kerja yankulbétas akan

menyebabkan produktivitasnya meningkat. Kualitasge kerja ini tercermin
dari tingkat pendidikan, ketrampilan, pengalamam kematangan tenaga
kerja dalam bekerja.

Fasilitas Modal. Pada suatu industri, dengan astaksir-faktor produksi
yang lain konstan, maka semakin besar modal ydagaimkan akan semakin

besar permintaan tenaga kerja.

Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi yang metggkan hubungan antara

tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang diteava(Arfida, 2003: 64).
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah Perbagatinantara jumlah angkatan

kerja dengan penduduk usia Kerja.

Jumlah Angkatan kerja

TPAK = Jumlah Penduduk Usia Kerja

Upah

Nominal /////////
W2 [~"""""" 2

/////////////////////// ey
w1 -—-“'“/

N1 Tenaga
kerja

Ns(Pe=2)

Gambar 3. Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Gambar tersebut menunjukkan pergeseran dalam penavaran tenaga kerja.
Pada harga Pe=1, upah nominal adalah W1 maka jusralga kerja yang
ditawarkan adalah N1. Apabila harga harapan naikjadePe=2; tingkat upah
W2 akan memberikan upah riil yang sama, sehinggédajutenaga kerja yang
ditawarkan tetap pada N1. Jumlah tenaga kerja gaagyarkan akan naik
manakala upah riilnya naik, yakni apabila upah mannaik menjadi W2

sedangkan harga yang diharapkan tetap tidak bepdmdnPe=1.

Variabel —Variabel Yang Mempengaruhi Penawaran gamerja (Arfida, 2003:

77-79), adalah:

i.  Tingkat Upah. Diperoleh kesimpulan bahwa tingkatlumempunyai
peranan langsung terhadap jam kerja yang ditawaPaata kebanyakan

orang, upah yang tinggi menjadi rangsangan ataivasountuk bekerja.
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Secara umum upah mempunyai korelasi (hubunganijfpeingan jam kerja
yang ditawarkan. Namun setelah melewati batas wektentu, upah tidak
lagi berhubungan positif, tetapi berhubungan nédatigan jumlah jam kerja
yang ditawarkan.

Preferensi. Preferensi orang dalam menggunakarumgkidapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu apakah waktunyanakgunakan untuk
bekerja atau kegiatan non kerja. Apabila orangleemg memilih atau
menyukai menggunakan waktunya untuk non kerja, makéh penawaran
tenaga kerja secara agregat akan sedikit.

Jumlah Penduduk. Penduduk merupakan sumber pemateaiga kerja.
Apabila jumlah penduduk suatu negara besar, makaysgan tenaga kerja di

negara tersebut besar.

. Partisipasi Angkatan Kerja. Partisipasi angkatajakedak proporsional

dengan jumlah penduduk. Dalam hal ini tidak digamakimlah orang secara
absolut, melainkan tingkat partisipasinya.

Tingkat Pengangguran. Tingkat pengangguran merupsdah satu indikator
kondisi perekonomian di suatu negara. Bila konggsekonomian memburuk
maka kesempatan kerja yang tersedia di pasar serkedil. Akibatnya
persaingan bagi pencari kerja semakin ketat dalemperebutkan
kesempatan kerja. Mereka yang tidak dapat memeaan@rsaingan ini akan

menjadi pengangguran.
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C. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan petaler Apabila
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan unarklmeli barang dan jasa,
pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang ltikaluarkan oleh
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebwit(® Mangkoesoebroto,

1993: 169).

Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y # €@ + (X — M) merupakan
sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akamaesi campur tangan
pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi tersedodt diketahui bahwa
kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akaaiki@n (menurunkan)
pendapatan nasional. Dengan membandingkan nilari@adap Y serta
mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahoeissa besar kontribusi
pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permiatgagat atau pendapatan
nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis sebgvaptng peran pemerintah

dalam perekonomian.

Banyak pertimbangan yang mendasari pertimbangamksgn pemerintah dalam
mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukugahaeraih tujuan akhir dari
setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juge maemperhitungkan sasaran
antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksargsebut. Memperbesar
pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk mextkegkpendapatan nasional
adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperbkan siapa (masyarakat

lapisan mana) yang akan meningkat pendapatanngeeriéah pun perlu
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menghindari agar peningkatan perannya dalam peoekiam tidak justru

melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1996:1183!).

1. Intervens dan Fungs Ekonomi Pemerintah

Keynes berpendapat tingkat kegiatan dalam perek@amoditentukan oleh
perbelanjaan agregat. Perbelanjaan agregat dakson geriode tertentu adalah
kurang dari perbelanjaan agregat yang diperlukamkumencapai tingkétill
employment karena investasi yang dilakukan para pengusalsarya lebih
rendah dari tabungan yang akan dilakukan dalankpeoenianfull employment.
Dalam sistem pasar bebas tidak akan dapat membéngtguaian-penyesuaian
yang akan menciptakduall employment. Untuk mencapai itu diperlukan
kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan tersmibalbh kebijakan fiskal
melalui pengaturan anggaran pengeluaran dan peaatipemerintah. Dalam
masa inflasi biasanya kebijakan fiskal akan berdentengurangi pengeluaran
pemerintah dan meningkatkan pajak. Sebaliknya &ppbngangguran serius
maka pemerintah berusaha menambah pengeluararedeaaba mengurangi

pajak(Muana Naga, 2005: 42).

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, péahemelakukan banyak
sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegmni@ Pemerintah harus
menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi sgoara dengan merintis
dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakatkatiangan swasta yang
tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus lgemerintah memandang

perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatamehko yang tidak dapat



36

diserahkan kepada pihak swasta. Itulah sebabnygeparan pemerintah sangat

besar jumlahnya (Dumairy, 1996: 157-158).

Alasan peranan pemerintah dibutuhkan dalam perekiamo(Guritno

Mangkoesoebroto, 1993: 31-56) adalah:

a. Untuk menyediakalegal system atau peraturan-peraturan yang tidak dapat

disediakan oleh sektor privat.

b. Untuk membetulkan bila terjadi kegagalan pasar.pidékegagalan pasar

diantaranya :

Kompetisi tidak sempurna

Di dalam pasar yang tidak sempurna dan cenderumgpadi, harga yang
terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produktiih sedikit. Pemerintah
diharapkan dapat mengatur dan memperbaiki agajakesean

masyarakat tidak berkurang.

. Public goods (barang publik)

Barang publik mempunyai karakteristign exludable dannon rivalry.
Dengan adanya sifat barang publik seperti itu naddean timbul fenomena
freerider artinya orang akan berlomba-lomba untuk tidak megrab
dalam menikmati barang tersebut. Sistem penyediaeang seperti ini
tidak dapat dilakukan oleh sektor privat, sehinggaerintah yang
menyediakannya.

Ekternalitas

Market economy bersifatselfish sehingga yang dipikirkan adalah
meminimalkan biaya sedangkan dampak secara tidgsulag seperti

dampak sosial tidak diperhitungkan.
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iv. Adanya kegagalan informasi
Dalam beberapa hal masyarakat sangat membutuhlcamasi yang tidak
dapat disediakan oleh pihak swasta, misalnya @akicuaca. Bidang
pertanian dan kelautan sangat membutuhkan inforcoasia , akan tetapi
pihak swasta tidak ada yang menyediakannya. Petaleryang harus
menyediakan informasi cuaca tersebut.
c. Peranan pemerintah adalah mendistribusikan peratagdati yang kaya
kepada yang miskin secara lebih adil.
d. menyediakamerit goods. Musgrave (1959) menyebutkeawrit goods adalah
barang-barang yang seharusnya disediakan meskipsyanmakat tidak

memintanya.

Dalam kegiatan perekonomian, peran pemerintah dapédh dan ditelaah

menjadi tiga macam kelompok peran (Guritno Mang&ebsoto, 1993: 2), yaitu:

a. Peramalokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan suddya
ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optamatn@&ndukung efisiensi
produksi.

b. Perandistributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikanbssm
daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secdrdadwvajar.

c. Peranstabilisatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stasilita

perekonomian dan memulihkannya jika berada dalaadaeadisequilibrium.

2. Jenis Pengeluaran Pemerintah

Soeparmoko (1987; 47) mengklasifikasikan pengatupemerintah menjadi

lima jenis yaitu:
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. Pengeluaran yargglf liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya
pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kelabanasyarakat
yang menerima jasa atau barang bersangkutan. Maspkngeluaran untuk
jasa perusahaan.

. Pengeluaran yanggproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan
ekonomis bagi masyarakat, yang berpengaruh pdsitifadap penerimaan
pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk pendidikemldksehatan.

. Pengeluaran yang tidak!f liquiditing maupun yang tidakeproduktif, yaitu
pengeluaran yang langsung menambah kegembiradkedajahteraan
masyarakat. Misalnya obyek pariwisata.

. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktihterupakan pemborosan
misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskgmt pengeluaran
terjadi penghasilan perorangannya akan naik.

. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masakanglatang.
Misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jédar tidak dijalankan
sekarang kebutuhan pemeliharaan tersebut akan dnéehé besar di masa

yang akan datang.

Klasifikasi pengeluaran pemerintah yang digundda@iik pemerintah pusat

maupun daerah hingga tahun 2003 terdiri dari dngglaaran:

a. Pengluaran/Belanja Rutin adalah belanja untuk pearalan atau

penyelanggaraan pemerintah sehari-hari. Belanjainitterdiri dari belanja

pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan elanjb perjalanan.
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b. Belanja pembangunan adalah pengeluaran untuk peubamn baik
pembangunan fisik seperti jalan, jemabatan, geduagpun pembangunan

non fisik spiritual termasuk penataran, training.

Adapun pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupatenté&tdan APBD peroiode

2004 hingga sekarang terdiri dari:

a. Belanja Aparatur Daerah, adalah bagian belanjaradtrasi umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pegnban yang
dialokasikan pada atau digunakan untuk membiaygiaken yang hasil,
manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung datilaleh masyarakat
(publik).

b. Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanjardstrasi umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pegunban yang
dialokasikan pada atau digunakan untuk membiaygiakan yang hasil,

manfaat, dan dampaknya langsung dinikmati oleh araggt (publik).

3. Belanja Pembangunan/Modal (Investasi Pemerintah)

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlahd#aratau barang oleh
pemerintah dalam jangka panjang untuk investasbpéan surat berharga dan
investasi langsung, yang mampu mengembalikan poleok ditambah dengan
manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainajend jangka waktu tertentu

(UU No 8 Tahun 2007 tentang investasi pemerintah).

Di dalam APBD investasi pemerintah identik dengalabja modal /

pembangunan karena belanja ini pada dasarnyadterghambah aset. Dalam
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konteks pengelolaan keuangan daerah, pengaloKaesi@ma modal sangat
berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka patgamama pembiayaan

untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkanbadainja modal tersebut.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanyarjalanodal merupakan
prasyarat utama dalam memberikan pelayanan pulelikpemerintah daerah.
Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah no&agétan dana dalam
bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokakirja modal ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan saranaatamgna, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupwfasilitas publik.
Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan asebtetapemerintahan daerah,
sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanaik yablg memberikan dampak

jangka panjang secara finansial.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerietaih derpengaruh positif
pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peniagkaelayanan sektor
publik secara berkelanjutan akan meningkatkannsaslan prasarana publik,
investasi pemerintah juga meliputi perbaikan feslpendidikan, kesehatan, dan
sarana penunjang lainnya. Dengan ditambahnya infkdsr dan perbaikan
infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah rdgi@n akan memacu
pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuharoekalaerah akan

merangsang meningkatnya pendapatan penduduk @ildgang bersangkutan.

Yang termasuk dalam belanja modal, yakni peraldtangunan, infrastruktur,
dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada éigauntuk memperoleh aset tetap

tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukal&agan aset tetap lain,
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dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahasabiya cara yang dilakukan
adalah dengan cara membeli. Proses pembelian ylakgldhn umumnya

dilakukan melalui sebuah proses lelang atau teyatey cukup rumit.

4. Dampak Pengeluaran Pemerintah

Untuk menjelaskan bagaimana dampak pengeluaranripeameterhadap
pendapatan nasional, diasumsikan pemerintah mekaarapiatu kebijakan fiskal
yang ekspansif, yaitu melalui peningkatan pengalupemerintah (G). Dengan
adanya kenaikan pengeluaran, maka permintaan agAdgpakan naik (kurva
AD bergeser ke kanan). Dengan kurva AS yang tertenaka bergesernya kurva
AD ke kanan akan menyebabkan baik tingkat hargan@ipun tingkat

pendapatan (Y) mengalami kenaikan (lihat gambar 5).

Naiknya permintaan agregat (AD) yang disebabkah kémaikan dalam
pengeluaran pemerintah (G), dalam kerangka modeM%kan mendorong
kurva IS bergeser ke kanan, dan hal ini pada giliya akan mendorong baik
tingkat bunga (i) maupun tingkat pendapatan (Ygalam perekonomian akan

mengalami kenaikan pula (lihat gambar4).

i . LM
A E1
iO 0
1S1(Gy)
1So(Go)
0 Yo— Y1

Gambar 4. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam ModdlLl&
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Gambar 5. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam ModelAD

Dengan adanya kenaikan di dalam pengeluaran pemte@), maka IS akan
bergeser ke kanan darip(&o)ke 1S(G1), yang menyebabkan tingkat bunga dan
pendapatan atau output naik masing-masing ¢lke i dan Y, ke Y; (lihat
Gambar 4). Pada Gambar 5, terlihat bahwa dengaryad@naikan pengeluaran
pemerintah dari gke G telah menyebabkan kurva AD bergeser darp(&lg) ke
AD;(Gs), yang selanjutnya menyebabkan tingkat outputhf&yupun tingkat harga

(P) naik masing-masing dari¥Xe Y; dan B ke R.

D. Desentralisasi Fiskal

1. Pengertian Desentralisas Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mensaladn satu tujuan bernegara,
yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik thenciptakan proses
pengambilan keputusan publik yang lebih demokritenciptakan desentralisasi
berarti akan terjadi pelimpahan kewenangan kepadkat pemerintahan dalam
hal pembelanjaan, pemberian kewenangan untuk marmpagk, terbentuknya
dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah ydipiih oleh DPRD, dan

adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pembnnisat (Sidik, 2002a).
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Desentralisasi secara utuh tidaklah mudah untutfididikan, karena
desentralisasi ini menyangkut berbagai bentuk d@ermki yang beragam,
terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perulbad@ministrasi dan sistem
pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonoda.d@sarnya desentralisasi
dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: desestalipolitik political
decentralization), desentralisasi administratddministrative decentralization),
desentralisasi fiskalfigcal dezentralization), dan desentralisasi ekonomi

(economic or market decentralization).

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utamadgémsentralisasi.
Desentralisasi fiskal adalah salah satu jenis dedimasi yang erat kaitannya
dengan keuangan pemerintah daerah. Desentralsediddalah suatu proses
distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan ylabth tinggi kepada
pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukungsfuatgu tugas pemerintahan
yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal merupakamsiekuensi logis dari
diterapkan kebijakan otonomi daerah. Prinsip dgaag harus diperhatikan
adalahmoney follow functions, artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang
pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang ukperuntuk

melaksanakan kewenangan tersebut.

Menurut Prawirasetoto (2002) dalam Pujiati (2008D8&sentralisasi fiskal adalah
pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekudaa&kewenangan untuk
pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meligspek penerimaan

(revenue assignment) maupun aspek pengeluaraspenditure assignment).
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Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas fiagsi pemerintah daerah

dalam penyediaan barang dan jasa pulplikl{c goods/public service).

Pendekataexpenditure assignment menyatakan bahwa terjadi perubahan
tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintalaikes pemerintah daerah,
sehingga peralocal public goods meningkat. Kebijakan ini dapat dilakukan
melalui dua tahap : (i) menentukan secara umunsaéatarusan pemerintah pusat
dan daerah secara umum dimana pusat menangamie Kewenangan pokok
yang terdiri dari Hankam, Luar Negeri, Fiskal, Maredan Agama, sedangkan
daerah melaksanakan 11 (sebelas) urusan pelayahbkwajib dengan catatan
berskala nasional tetap di tangan pusat. (i) mgmdecara tegas urusan

pemerintah pusat dan daerah secara spesifik uniiskm yang bersifgrey area.

Pendekatanevenue assignment mempunyai ciri utamgaitu memberikan
peningkatan kemampuan keuangan, melalui alih sup#abiayaan pusat kepada
daerah, dalam rangka membiayai fungsi yang didesisaisikan. Penentuan
sumber-sumber pembiayaan ke daerah dapat dilalkdé@yan berpegangan pada

tax assigment.

Lima prinsip utama dalam menjalankiar assigment dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Progressive redistributive taxes should be centralize, pajak untuk kepentingan
redistribusi pendapatan menjadi tanggung jawab petak pusat.

b. Taxes suitable for economic stabilization should be centralized, pajak untuk
kepentingan stabilisasi perekonomian sebaiknyandjpuoleh pemerintah

pusat.
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Unequal tax bases among jurisdictions should be centralized. Misalnya
pembebanan pajak terhadap deposit sumber dayanadajadi tanggungjawab
pemerintah pusat untuk menghindgengraphical inequities dan menjaga

allocative distortions.

. Taxes on mobile factors of production should be centralized. Objek pajak yang

relatif tidak bergerak akan menjadi tanggungjawaimgrintah daerah. Artinya
bahwa pemerintah pada level yang lebih rendah adarghindari objek pajak
yang mudah berpindah, karena pajak tersebut dagadistrosi aktivitas
perekonomian.

Residence-based taxes, such as excise, should be levied by local authorities.

Hal ini dimungkinkan karena tidak ada potensi petphan antar daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewefska) kepada daerah yang

meliputi:

a. Pembiayaan sendirsdlf financing) atau pemulihan biay&dst recovery)

C.

d.

melalui pemungutan terhadap konsumamgumen charge).

Pembiayaan dan produksi bersama, dimana penggsaagtayanan
pemerintah turut berpartisipasi dalam penyediadéypaan dan infrastruktur
melalui kontribusi material dan tenaga.

Transfer penerimaan umum untuk pajak yang dipualgit pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk alokasi umum atasukh

Otorisasi melakukan pinjaman dan mobilisasi sundlaga nasional dan lokal

(Joko Tri Haryanto, 2006: 36).
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Secara umum pengertian desentralisasi fiskal lel@hekankan pada tiga proses
yang berhubungan yaitu devolusi, delegasi dan derasi. Masing-masing dari
itu mempunyai pengertian sebagai berikut:

a. Devolusi @evolution), yaitu pelimpahan wewenang dari tingkat pemehiaia
yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau pejasrintahan, dan pihak
pemerintah daerah mendapledcreation yang tidak dikontrol oleh pemerintah
pusat. Dalam hal tertentu dimana pemerintah daslaim sepenuhnya
mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusanaiaberikan supervisi
secara tidak langsung atas pelaksanaan tugasuerBatam melaksanakan
tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah adstiatiif yang jelas dan
legal yang diberikan kewenangan sepenuhnya untlégksanakan fungsi
publik, menggali sumber-sumber penerimaan sertagyatanpenggunaannya,
termasuk meningkatkan pajak daerah.

b. Pendelegasiaméegation or institutional plurarism), yaitu pelimpahan
wewenang untuk tugas tertentu (pelayanan) kepagbnisasi yang berada di
luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secadak langsung oleh
pemerintah pusat.

c. Dekonsentrasideconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada pejabat yang berada dalam garis irdemgan pemerintah pusat

di daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daglidhdonesia bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelumakik&annya otonomi
daerah, semua pembiayaan dan penentuan suatukkebdtas dana yang ada

didaerah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dibakakya otonomi daerah,
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desentralisasi fiskal, dan pemberian kewenangag kgdmh luas diharapkan
daerah mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekopang ada, sehingga

diharapkan dapat memberikan efek positif terhadapumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi akan sangahtung pada desain,
proses implementasi, dukungan politis baik padgkahpengambilan keputusan
di masing-masing tingkat pemerintahan, maupun nmakgasecara keseluruhan,
kesiapan administrasi pemerintahan, pengembandamlkagaan dan sumber
daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkaitknerja aparat
birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku loiasi dalam memenuhi

keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanaargakiblik.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalagatelpaik dengan berpedoman

pada hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya pemerintah pusat yacapable dalam melakukan pengawasan dan
enforcement.

b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas danri@wgan dalam

melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Konsep Desentralisasi Fiskal di Indonesia

UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerdh pansipnya mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebihutzangkan pelaksanaan
asas desentralisasi dimana kota dan kabupatendsttsebagai “motor”
sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordingitmdang-undang ini mengatur

desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggwapjadi bidang administrasi
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dan di bidang politik kepada pemerintah daerah.gaeradanya pelimpahan
wewenang kepada pemerintah daerah dengan diikirlpgngan keuangan
antara pusat dan daerah, pengelolaan dan pengganggaran diharapkan sesuai
dengan prinsiprhoney flow function” yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004

tentang perimbangan keuangan keuangan antara péshepusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal juga tidak bisa lepas kaiy@antengan upaya untuk
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiengigoe@an keuangan negara,
serta prinsip-prinsigood governence seperti partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas. Dengan demikian kebijakan desestralifiskal di indonesia lebih
ditekankan pada aspek pengeluaran atau belanjan@mgmperbesar porsi di
daerah. Hal ini memiliki berbagai alasan yang dagag¢rtanggungjawabkan,
yaitu kondisi antar daerah yang sangat heterogearaalain dapat dilihat dari
jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduktutglisi geografis, kondisi
dan potensi perekonomian daerah. Pengeluaran peatedaerah tersebut

diimbangi dengan penerimaan daerah.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, sumber-sumber keuadgarah bersumber dari
Pendapatan Asli Daeran (PAD), Dana PerimbangamrRan Daerah dan Lain-
lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)DRiama Perimbangan

merupakan sumber utama pembiayaan daerah padasematidlisasi fiskal.

a. Pendapatan Adli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumbergeadadaerah adalah

berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Dana-gamg bersumber dari PAD
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merupakan salah satu faktor pendukung dalam melakaa kewajiban daerah

untuk membiayai pembangunan daerah.

Yang termasuk ke dalam PAD terdiri dari:

1) Pajak daerah. Adalah iuran wajib yang dilakukat a@eang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yangessy, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undgaggrberlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembrddarah dan
pembangunan daerah. Seperti halnya dengan pajakupagmnya, pajak
daerah mempunyai peranan ganda vyaitu: (i) sebagder pendapatan daerah

(budgetary), (ii) sebagai alat pengaturegulatory).

Syarat pemungutan pajak

I. Pemungutan pajak harus adil. pajak mempunyai tujuéink menciptakan
keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalanup@éang-undangan
maupun adil dalam pelaksanaannya.

ii. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undamiRerfiungutan pajak
yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Uldlatsarus dijamin
kelancarannya. (2) Jaminan hukum bagi para wajdkpatuk tidak
diperlakukan secara umum. (3) Jaminan hukum akggtnya
kerasahiaan bagi para wajib pajak.

lii. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pguteam pajak harus
diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganguidio
perekonomian, baik kegiatan produksi, perdaganganpun jasa.

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentimggyarakat dan
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menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajatama
masyarakat kecil dan menengah.

iv. Pemungutan pajak harus efesien. Biaya-biaya ydmjudirkan dalam
rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jesmapai pajak yang
diterima lebih rendah daripada biaya pengurusaakpaysebut. Oleh
karena itu, sistem pemungutan pajak harus sededammudah untuk
dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tideknakengalami
kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari seggipgmgan maupun
dari segi waktu.

v. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistegrsgderhana akan
memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajag harus
dibiayai sehingga akan memberikan dampak posigf para wajib pajak
untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran. @gdaliknya, jika
sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semaikjgan membayar

pajak.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daeraiP@aNo. 65 Tahun
2001 tentang pajak daerah menjelaskan pajak ygmmpgut oleh pemerintah
Kabupaten/Kota terdiri dari:Pajak Hotel, Pajak Resmt, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak PengarBaitean Galian Golongan

C, Pajak Parkir.

Adapun kriteria pajak daerah adalah:

i. Bersifat pajak, dan bukan retribusi,
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. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabemqkota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup renddh Banya
melayani masyarakat di wilayah daerah kabupateafatg bersangkutan,
Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentategayan kepentingan

umum,

. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak habirs besar dari biaya

pemungutan,

Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pagkk

mengganggu olokasi sumber-sumber ekonomi dan tidakitangi arus
sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiasgoeknpor,
Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan maspacsa

Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti baparagenaan pajak tidak
memberikan peluang kepada pemerintah daerah atsyaraéiat luas

untuk merusak lingkungan.

Retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan safahjenis penerimaan

daerah yang dipungut sebagai pembiayaan atau imlaaigsung atas

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daeraadeemasyarakat.

Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan ydiuetribusi jasa umum, yaitu

retribusi atas jasa yang disediakan atau dibekaim pemerintah daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dagat dinikmati oleh

orang pribadi atau badan; (ii) retribusi jasa usghdu retribusi atas jasa yang

disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengansipgokomersial karena

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektatavean (iii) retribusi

perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiattentu pemerintah daerah
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dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengandalan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sday@ealam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu gunaduoebi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengeldieayaan daerah lainnya.
Pendapatan ini diperoleh dari Badan Usaha Milikala¢BUMD). Karena itu
daerah antusias mendirikan BUMD dengan maksud unerjadi sumber
pendapatan daerah utama untuk mengisi kas APBD.

Lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan ini bkedasi penerimaan hasil
penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbapgaak ketiga, penerimaan

mess milik pemda dan penerimaan dinas-dinas seng@ripnaan lainnya.

Untuk mendukung keuangan daerah yang berhasilgaebamber pendapatan

daerah perlu diadakan penilaian agar dapat dipwsegpara berkesinambungan

tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi Keadilan. Kriteria untuk

menilai pendapatan daerah tersebut adalah:

Kriteria Hasil (vield), penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah
harus menghasilkan yang cukup, dalam arti cukup adandibandingkan
dengan pembiayaan layanan yang dihasilkan, sdytakssya berkembang
cukup stabil dan mudah diperkirakan besarnya dikikamuihari. Pendapatan
Asli Daerah (PAD) juga harus dilaksanakan secarddya guna dan berhasil
guna, hal ini berarti bahwa pemungutan pendapafadaerah harus

memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efétisf
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Kriteria Keadilan Equity), sumber penerimaan harus jelas dasar penetapannya
serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenangngeialihat dari
individu pembayar pajak/retribusi seyogyanya asaglitan memenubhi
kriteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilabrizontal artinya bahwa
beban pajak yang dipikul adalah sama diantara barld@lompok yang
berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang ssedangkan keadilan
vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mamparekninya harus dapat
memberikan sumbangan yang lebih besar dibandindgagan kelompok
yang kurang mampu.

Kriteria Efisiensi Ekonomi, Pendapatan Asli Daefidiususnya Pajak dan
retribusi) hendaknya mendorong atau setidak-tidakiak menghambat
penggunaan sumber daya secara berdayaguna dalatugahekonomi;
mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan piphasiusen menjadi
salah arah atau orang menjadi segan bekerja ataabuneg; dan memperkecil

beban lebih pajak.

. Kriteria Kemampuan Melaksanakafb{lity to Implement), suatu pungutan

pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi dabeahylah dapat
dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemaai@usaha.

Kriteria Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan DaKréhria ini
menekankan mengenai kejelasan hubungan antarahfeikagah tempat
pajak/retribusi tersebut dipungut dengan pelayam@aaug diberikan, ini berarti
haruslah jelas kepada daerah dimana suatu pajakisetharus dibayarkan.

(Ramdan Ruhedi Dedi dalam Abdul Halim, 2001: 11@)11
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b. Dana Perimbangan

Merupakan bentuk dari perimbangan keuangan antesat pdengan daeraimter -
govermental transfer system) yang implementasinya melalui tiga pendekatan
yaitu: 1) Persentaséy( percentage), adalah strategi yang paling baik untuk
menciptakan keadilan bagi semua daerah. Artinyeatlagang potensial dari
sudut ekonomi dan SDA maka daerah tersebut merdapbagian pendapatan
(share) yang relatif besar dibandingkan daerah yang bplearghasil. 2) Formula
(by formula), bertujuan untuk mendekati pembagian yang reddfektif sesuai
dengan kondisi terakhir daerah. 3) Berdasarkantkélbn yang bersifat khusus
atau insidentally ad-hor or specific need), digunakan untuk menanggulang

pengeluaran daerah disebabkan oleh suatu keadtartue

Dana perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil (DBH). Terdiri dari bagi hasil PBB, dan BPHTB.

2) Dana Alokasi Umum (DAU). Kebutuhan DAU oleh suaaerhh ditentukan
dengan menggunakan pendekatan kofiseg@ gap, dimana kebutuhan DAU
oleh suatu daerah ditentukan atas kebutuhan déesedh need) dengan
potensi daeraHigcal capacity). Dengan pengertian lain DAU digunakan
untuk menutup celah yang terjadi karena kebutula@nath melebihi dari
potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkaekaorlah fiskal tersebut,
distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memilnkmpuan relatif besar
akan lebih kecil, sebaliknya daerah-daerah yangilikekemampuan relatif

kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.
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3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dagialokasikan dari
APBN kepada daerah tertentu untuk membantu memtkebatuhan khusus,
dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBbutkihan khusus
yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapatidipkan dengan
menggunakan rumus alokasi umum; dan/atau kebutdranmerupakan
komitmen atau perioritas nasional. DAK dialokasikapada daerah tertentu
dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisakimendanai kegiatan
khusus yang ditentukan pemerintah atas dasartgasarasional dan mendanai

kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

E. Tinjauan Empiris

1. Dewi Pusporini (2006). Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana
Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daefataddesentralisasi
Fiskal, bertujuan untuk mengetahui pengaruh desles@si fiskal terutama
dari sisi penerimaan daerah (dana perimbanganefzapatan asli daerah)
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesiaigiak mengetahui
karakteristik antara daerah kabupaten dengan d&etahserta untuk
mengetahui perbedaan karakteristik antara daerafaidai Jawa-Bali dengan

daerah-daerah di luar Jawa-Bali.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
LnEcGr =yo+ y1LNDp+ y,LnCap+ysLnPop+ysKota+ysUB+e

LnEcGr =yo+ y1LNPAD+ y,LnCap+ysLnPop+ysKota+ysUB+e
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Dimana:

EcGr = Pertumbuhan ekonomi daerah = (d&)t&DRB
DP = (deltaA) dana perimbangan

PAD = (deltaA) pendapatan asli daerah

Cap = (deltak) pendapatan perkapita

Pop = (deltak) jumlah penduduk

Kota = Status administratif, 1 = Kota, 0 = Kabupate
uB = Lokasi geografis, 1 = Jawa-Bali, 0 = Luar aaBali
€ = Kesalahan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

a. Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (P/A&D)punyai
hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapptakapita, jumlah
penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel terssmaira konsisten
mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhanako

c. Hasil estimasi antar daerah yang dilihat berdasepleabedaan status
administratif antar daerah kabupaten dengan kotaumekkan hasil yang
tidak signifikan.

d. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihatl&garkan perbedaan
pulau yaitu daerah-daerah yang berada di JawadBajan daerah-daerah
yang berada di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hgéuo yang positif.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerahatagang berada di
Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yeergda di luar Jawa-

Bali.
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2. Joko Tri Haryanto (2006). Dalam penelitiannya yang berjudul Desentralisasi
Fiskal dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekor&iudi Kasus;
Kabupaten/Kota di Indonesia, bertujuan untuk mefakuanalisis hubungan
antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhancgkibdaerah khususnya

provinsi di Indonesia dengan tahun pengamatan 0@l hingga 2004.

Model yang digunakan dalam penelitian ini:

AGSR = gg + ayDecentralizationt 02X + azDy + ouDitet

Dimana:

AGSR =Perubahan Produk Domestik regional Bruto (PRRBng
menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi daegadwth).

Decen =Indikator desentralisasi fiskal yangadiparkan dari indikator total
belanja (P1), indikator belanja pembangunan (Pibdikator total
penerimaan daerah (RI) dan indikator PAD (Al).

Xt =Variabel kontrol yang terdiri dari peéditan, jumlah penduduk,
pengangguran, penduduk miskin, dan infrastruktur.

Dr =Variabel boneka 1 = untuk status dhdwya, 0 = untuk status
daerah menengah dan miskin.

Dt =Variabel boneka untuk perbedaan waktutahun 2003 dan 1 =
untuk tahun 2004.

&t =Error term.

0 = Konstantatter cept.

az- o4 = Koefisien regresi berganda.
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

a. Perubahan pendidikan berpengaruh positif dan skaniterhadap
perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik ketilearjadi variabel
kontrol di dalam indikator belanja pembangunan téal penerimaan
maupun indikator total belanja dan PAD.

b. Perubahan jumlah penduduk berpengaruh negatifigaffilsan terhadap
perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik di dialdikator belanja
pembangunan dan total penerimaan maupun indikatiariielanja dan
PAD.

c. Perubahan pengangguran berpengaruh negatif dafiksigrierhadap
perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik di dialdikator belanja
pembangunan dan total penerimaan maupun indikatiartielanja dan
PAD.

d. Perubahan infrastruktur berpengaruh positif danikgn terhadap
perubahan pertumbuhan ekonomi daerah, baik di dialdikator belanja
pembangunan dan total penerimaan maupun indikatiartielanja dan
PAD.

e. Perubahan indikator belanja pembangunan berpengasitif dan
signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonaeiath.

f. Perubahan indikator ketergantungan daerah berpgmgagatif dan
signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonaeriath.

g. Perubahan indikator total belanja berpengaruhiptesit tidak signifikan

terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah.
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h. Perubahan PAD berpengaruh negatif dan signifikdratiap perubahan
pertumbuhan ekonomi daerah.

I. Perubahamdummy daerah berpengaruh signifikan terhadap perubahan
pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang kaya akauh lebih cepat
dibandingkan dengan daerah menengah dan miskin.

j.  Perubahamdummy waktu berpengaruh signifikan terhadap perubahan

pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Puji Wibowo (2008). Dalam risetnya yang berjudul Mencermati Dampak
Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekob@rarah. Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis kontribusi désdisasi fiskal terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah periode 1999-2004. Mgagera baru
desentralisasi fiskal pasca reformasi digulirkgakstahun 2001, maka
penelitian ini juga mengevaluasi perbedaan antan&ribusi desentralisasi
fiskal terhadap perekonomian daerah antara seb#dumsesudah tahun 2001

dengan menggunakan variadaimmy 2001.

Model analisis yang digunakan adalah:
AY= B0 +B1 Propartg + 2 In RGDP(-1) + 3 In Eduratiq + 4 In

Openness+ B5 In Invest RGDR+ alFDIndicator+ 6P + &t

Kemudian untuk melihat pengaruh variabeinmy, model menjadi:
AY= B0 +B1 Propartg + 32 In RGDP(-1) + 33 In Eduratiq + 4 In

Openness+ B5 In Invest RGDR+ y1dummy2001®P; + &
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Dimana:

AY =Pertumbuhan ekonomi provinsi per kapita,

Proparte =Jumlah penduduk,

RGDP(-1) =Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun sebejla,

Eduratio =Kualitas SDM yang dinyatakan denganor&ulusan pendidikan

menengah,

Openness = Porsi nilai ekspor,

Invest RGDP = Porsi nilai investasi domestik,

FDIndicator = Menyatakan ukuran desentralisasi fiskal yanguigarkan
dengan indikator pendapatan daerah kotor (RI-#)kator
pendapatan daerah bersih (RI-2), indikator pengatuangkat
kabupaten/kota (El-1), pengeluaran tingkat provigs$i2), rasio
PAD terhadap tatal pendapatan (Al-1), rasio PAbadap
pendapatan tanpa memperhitungkan dana transfe)(A&sio
PAD terhadap total pengeluaran (Al-3), dan rasi®Rérhadap

dana perimbangan (Al-4).

oPi =Province fixed effect yang merupakan ciri khas tiap-tiap propinsi,
Eit = Randomerror.
idant = Mewakili provinsi dan periode waktu

Kesimpulan dari riset ini adalah:
a. Dengan menggunakan estimasi pdnel effect, desentralisasi fiskal di
Indonesia secara umum memberikan pengaruh pashi&dap

pembangunan daerah selama periode 1999-2004.



61

b. Era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkaals&hun 2001 ternyata
memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembvemydaerah
dibandingkan dengan rejim desentralisasi fiskatkebnya.

c. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak pertumbpeaduduk
terhadap pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan mibiki investasi
terhadap GDP berbanding lurus dengan tingkat keanagéonomi namun
tidak signifikan,export share memiliki keterkaitan positif terhadap kinerja
ekonomi daerah namun tidak signifika&dycation ratio memberikan
kontribusi positif terhadap pembangunan meskipek gang diberikan

tidak besar.

4. Fadjar A. D. (2008) melakukan penelitian tentang kualitas faktor ingear
ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia setetsmtralisasi fiskal.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efg&s faktorendowment
daerah di Indonesia tahun 2000-2006 dalam menikgkd®DRB dan untuk
mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadampangan pendapatan

antar daerah di Indonesia selama tahun 2000-2006.

Model analisis yang digunakan adalah:

Log Y=00 +allLogK +a2LogL +a3LogHC +a4LogDF.

Dimana Y adalah PDRB provinsi di Indonesia, K= stasi dalam bentuk
PMTDB provinsi di Indonesia, HChuman capital atau jumlah SDM yang
ada di setiap provinsi di Indonesia, DF= variahehmy yaitu masa setelah

adanya desentralisasi fiskal di Indonesia (200162Q0sisanya=0).
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatanstass, tenaga kerja, dan
human capital berpengaruh signifikan terhadap peningkatan P2Baf
umum desentralisasi fiskal berpengaruh positifadép pertumbuhan

ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia.

. Ewin Arsyad (2003). Dalam penelitiannya yang berjudul Dampak
Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertinab Ekonomi Provinsi
Nusa Tenggara Barat, bertujuan untuk mengetahupdilmesentralisasi
fiskal di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonowwipsi NTB serta
kabupaten di NTB, mengetahui dampak dana perimivadiga pemerintah
pusat (dana transfer, bagi hasil pajak dan bagi siamberdaya alam)
terhadap variabel makroekonomi (PDRB, Konsumsiideestasi) serta
melakukan simulasi kebijakan dengan menggunakaabedr(dana transfer,
bagi hasil pajak, Bagi hasil sumber Daya Alam, dmKendaraan Bermotor,
Jumlah Hotel dan Restoran, Jumlah unit kesehatamjuinlah produksi
galian golongan C) dalam rangka penerapan kebijkkhiakan pemerintah
daerah provinsi NTB yang relevan untuk meningkatxartumbuhan

ekonomi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

a. Ditingka provinsi, tenaga kerja memberikan kontsiblebih besar
dibandingkan kapital terhadap produksi secara kagean. Sedangkan di
tingkat kabupaten peranan kapital lebih dominaamiingkan tenaga

kerja. Besarnya tenaga kerja sangat ditentukanpmphlasi.
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. Konsumsi rumah tangga provinsi NTB secara signifidgpengaruhi oleh
pendapatan perkapita masyarakat dan di tingkatdeaabo signifikan
dipengaruhi oleh pendapatan perkapita dan jumladymuk. Sedangkan
untuk pengeluaran pemerintah ditentukan oleh bgagrangeluaran rutin
pemerintah.

. Di tingkat provinsi, investasi secara signifikapehgaruhi oleh besarnya
pendapatan perkapita dan tidak signifikan dipengasieh tingkat bunga.
Sedangkan di tingkat kabupaten besarnya investgsfikan dipengaruhi
oleh pendapatan perkapita dan total penerimaanrpéate

. Di tingkat provinsi, peranan jumlah kendaraan beamterhadap
penerimaan pajak dan retribusi cukup signifikadasgkan penerimaan
lain-lain dipengaruhi oleh jumlah produksi pertaméan perikanan.
Sementara itu di tingkat kabupaten menunjukkan bgbayak kabupaten
dipengaruhi oleh jumlah hotel dan restoran serdyisi galian C, serta
retribusi signifikan dipengaruhi oleh jumlah unédehatan serta jumlah
kendaraan bermotor.

. Untuk melihat dampak desentralisasi fiskal diketdainwa seluruh
komponen dana perimbangan memiliki dampak positifadap PDRB di
NTB, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Hasil simulasi pada tingkat provins, dana transfenghasilkan dampak
peningkatan PDRB yang lebih besar dari komponenhzsjl lainnya.
Sementara itu hasil simulasi untuk tingkat kabupatenunjukkan bahwa
peranan bagi hasil pajak terhadap pertumbuhan PR&uruh

kabupaten membawa dampak positif.
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g. Simulasi terhadap keseluruhan variabel endogen njgkkan bahwa
seluruh kabupaten di NTB sangat tergantung pada alansfer
dibandingkan variabel perimbangan lainnya.

h. Kesenjangan antar kabupaten dapat dikurangi desdgmya bagi hasil
pajak, bagi hasil sumber daya alam, sedangkantdamsfer akan

menyebabkan kurang dapat mengatasi kesenjangarkahtgaten.

6. Jamzani Sodik (2005), melakukan penelitian mengenai Pengeluaran
Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: &aslis data panel di
Indonesia periode 1993-2003. Metode analisis yamgnakan dengan metode
General Least Square (GLS) dengan data panel. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional adalastasi swasta (Ip),
investasi pemerintah (Ig), konsumsi pemerintah (Ggh tenaga kerja (L),
Jamzani juga memasukkan faktor lain yang mempehgpamngeluaran
pemerintah regional. Variabel tersebut adalah atiketerbukaan ekonomi

(X-M).

Model analisis yang digunakan adalah:

Ln Yi=Ina +1In I, +2n 1g + 3In Cq +4 In (X-M);; + 5 In Lfi; + &it

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertuh@n ekonomi regional
dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsigpgrah, tenaga kerja, dan
keterbukaan ekonomi. Sementara itu investasi swiastia berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
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7. Makmun dan Akhmad Yasin (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh
investasi dan tenaga kerja terhadap PDB sektaaugart. Dalam analisisnya
menggunakan fungsi produksidd-douglass sebagai berikut:

Y=BOX1" + X2P?* + X3® + D + E

INY=In B0 +P1 In X1 + B2 in X2 +P3 in X3 +Bp4 D

Dimana Y=PDRBp0=intercep, X1=Tenaga kerja, X2=PMDN, X3=PMA,
D=VariabelDummy untuk melihat pengaruh krisis terhadap PDRB sektor

pertanian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi secamanu berdampak positif
terhadap pertumbuhan PDRB dalam periode 1980-2@02un apabila
dibreakdown pengaruh investasi yang bersumber dari PMA tidghifikan.
Hasil analisis juga menunjukkan bahwa krisis ekonmexa pertengahan 1997
ternyata berdampak positif dan signifikan terhagapumbuhan sektor
pertanian. Koefisisen tenaga kerja tidak berdangpgkifikan bahkan negatif
terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini menunjukamwa tingkat
produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehipggambahan jumlah tenaga

kerja tidak berdampak pada kenaikan produksi.

8. Pujiati, Amin (2008) melakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonemi d
karesidenan semarang era desentralisasi fiskalaAkdisis yang digunakan
adalah GLSGeneralized Least Squares) dengan rentang waktu 2002-2006.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD berpartgaositif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PeningkB#&D yang dianggap

sebagai modal, secara akumulasi akan lebih bangakmbulkan eksternalitas
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yang bersifat positif dan akan mempercepat pertinabekonomi. DBH
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertuinain ekonomi.
Pengoptimalan perolehan Dana Bagi Hasil yang diamggbagai modal bagi
kepentingan pembangunan daerah akan mempercepatpahan ekonomi.
DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadapymebuhan ekonomi.
Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neaskl yang
beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbidgraaga kerja
sebagai faktor penting mempercepat pertumbuhanogekiomempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pebwhan ekonomi.



